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Penguiries PRI dan 1297 LARNL ketua Perhimipunan Dolveer indonesia Timuoare Tengoah

Legislasi model "omni
bus” bukan hanyva me
nyasar bidang cipta ker
ja. tetapi juga kesehatan.

i beredar dral Ran-
dang-Undang  (RUTTT)
Kesehatan yang mene
isik beragam isu kesehatan, muls ari
praktik kedokteran hinggn BRIS. Tro-
nisnya, sesaatl setelah beredar, muncul
berbagai reaksi penalakan

Sejumlah organisasi profesi, seperti
Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persa-
tuan Dokter Gigi Indonesia (PDGT), dan
Persatuan Perawat Nasional Indonesis
mengadakan jumpa pers dan men
takan ke 'z
Sejumlah alas salak
tunya, mercka tidak :Illlh.-tk.m ul.\lum
pembuatan RUU ini. Padahal. mereka
adalah representasi formal profe
ter, dokter gigh, dan perawat yang akan
terimbas serius oleh legislasi ini.

aru-be
ngan T
oS

Minim urgensi

Hingga kini belum ada konfirmasi
siapa pembuat draf

DR, Kementerian Ke
mangku kepentingan lain,

Namun, Ketua Badan Legislasi DPR
Supratman Andi mengungkapkan bah-
wa mereka sementara menyusun RUL

yang ujung-ujungny
d.mg undang (UT 5
bahk: masuk Program Legis

2022-2023, Artinya, akan segera
ah UU kesehatan yang
termasuk UU Kepera-

J Kebidanan, dan UU Praks

watan, L k
n akan dilebur dalam U7 om-

Kedokte
nibaes ini, Alasannyn, T Kesehatan sant
ini terlaly kompleks dan  berpotensi

membingumgkan saat merujuknya

Beragam pell.u\).ml muncul terkait

ah satunva menyangkut

Urge nsing Apakah UL emndbus me-

mang dibutuhkan saat ini dan apa

urgensinya dimasukkan daftar proleg-
nas?

Beberapa argumen mendasari per-
tanyaan ini. Pertama, UU omibus ber-
tujuan menggabungkan, merampingkan.
dan mengatasi tumpang-tindih regul:

diharapkan jadi benang mervaly re-
gulasi. Model amnibos akan efektif jika
diaplikasikan pada kon, kompleks
dan hyper-requlation: jumlah legislasi ba-
nyak, beragam, tumpang-tindih, atau
ll:‘,!'\jdpﬂl kontradiksi satu dengan lair

; rnya, terdapat kompleksi
'rng,; nitas, dan kontradiksi regula;
n lapangan kerja, misal-

n beragam legislasi

Hl\ e
i Ke
mengg,\hungkan 9 U1 Seba
UL itu bernuansa homogen kar ena ber
tema besar kese i
belum terdengs
ksi antar-ULL Artinya. elemen kom-
nitas, dan kontradiksi
pembuatan UL am-

sut-ribut terkait kon-

sebagian UU Kesehatan vang
bur usianya masih singkat. U
e rawatan dan T Tenaga Kesehatan
hkan pada ,:uu ~e(i.1ng1ca\n UU K
n L'L ]\g!ud(umn

i pf.-nl.-n).kn kepen
berjibaku  mengimple-

uran ini, termasuk
lm‘

dan pembuatan

mengapa tiba-tiba UL yzmgokmsm.m‘m
dihapus dan diganti dengan yang baru®

Sebelum mengs: RUT omnibusini,
inya
dengan para peman
tingan terkait. L
dan penjelasan rs
perlu

melakukan komunikasi
sk kepen-

s anl; Mesti ada tinjauan
hlnﬁuhs y‘.ll‘lﬂl\ sosial, dan keschatan,
yang terang- bender.,un. terkail urgensi
TTLT awmereifers. n mem-
bingungkan
fikasi pemhudldn T lmru
Keterlibatan  masyarakat  dan

sau

Org-
nisasi profesi juga harus dzja].m erat

dalam pe mbuatan TIUL Partisi udah
rus dibangun, bahkan ketika usulan
inisiasi baru muncul. Pembentukan U7
mesti memenuhi umlah asas, di.an-
taranya kejelasan tujuan, kejelasan ru-
musan, dan keterbukaan. Ilk.: asas ini
tak terpenuhi, RUU akan menjad

dan berpotensi mandek di teng:

Marjinalisasi dan “super-body”
Ter! t praktik kedokteran. setidaks
nya ada dua usis draf R
Kesehatan. Pertama, marjinalisasi or,
nisasi prof e pasal di I{L‘L ini
rneng)sy.:r‘atk.ln tfenomena fragmenta
dan amputasi peran organisasi profesi.
sal 206 Avat 2 menyebutkan, setiap
h.\n

tenagn ke%h.ihln (n.| km)

terdapat pa
membual pr
184 Ayat 1 mengelompokkan
ke dalam 12 jeni i tenaga
AT Leper.m-a an. Tiap
agi lagi atas beberapa
keluxnpuk Jenis tenaga medis, misalnya.
terdiri as dokter, dokter gigi, dokter
d.m dokter gigi spesialis. U-
1a 48 kelompok nakes
Opsi mann yang akan berlaku: <
organisasi profesi w
kes (opsi pertam.

kelompok nakes (opsi
kedua ops

ini memfragmen
Terkait tenaga
i opsi pertama
akan ada u m-;.{;\m i
yvang memayungi profesi dokter. dokter
<, dokter gigi, dan dokrer gigi
5. Semua profe ni digabung
rancu karena dokter d'm dul..lel
gigi dun profesi yang berbeds;
dan aspirasi keduanya tidak Dbi
sabung
Pada opsi kedun. organisasi
dokter umum dan dokter spesia
\Ihk.ll'l. xlvm iki ian pula dokter
Ini tak tepat karena
elemen yang sesung-
ki kesamaan tugas, tang-
tandar etik dan pro-

memis:
gulmy.. me

Fesi,

Dokter spesialis adalah kontinum

terjadi, o
s Sangatl gemuk dan
dengan Pasal 206 yang ingin
meminimalkan jumlah org

i, namne argani:
PDGI yvang selama ini diakui pemerintalh
juga menghilang, Penggantinya, peme-
rintah berwenang menentukan organisasi
pmfe vang dinkui bagi tinp nakes. Kon-
i akan memancing munculnya ber-
h.Jh_n organisasi profesi yang kasak-kusuk
minta pengakuan peme
Muncul kompelm
dan melemahn)

P
menyvebul pengakuan Im.n\d pddd
profesi dokter. satu organisasi
dokter gigi, dan masing-masing satu buat
nakes lain, seperti perawat, bidan, dan
ker. Poli-organisasi profesi hanya
menimbulkan flik berkepan-
n. l"(’m(-r'lnt'lh «:-h'\ru«r\v.u hel

Tuhan dokte
peroleh Surat Tanda
akibat .ui.mvaduahsme Iu)leyuln bridang

itu, RULT ini juga mencabut
=asi profe ntuk melamar
praktik, seorang nakes han

menyertakan STR, alamat praktik. dan
bukti peme nuhan kompete E
perlukan
rekomendasi organisa
surat k&tt‘r‘ing_.ln >
ketahui status kes
nakes yang .\Lm praktik? Tanpa
komendasi or profesi.t 1@
mengetahui nakes tak pernah melaku-

kan pelanggar . dan
moral?

Kedua, menteri dan kementerian jadi
SLper- bodv Mereka penentu semua do-
main kesehatan: dari h hilir. Me-
reka berwenang mengil membuat,

dan mengesahkan standar pendidikan,
standar  kompetensi, dan standar pe-
layanan, Pasal 235 menyebutkan. stan-
dar pen cosehatan disusun oleh
menteri meski dalam penyusunannya
dapat melibatkan kolegium.

Peran organisasi profesi dan kolegium
1;., P.nLaImJ -J‘;Lun Uuu No

3

(1i5) pendidikan, Kemendikbud, dan or-
ganisasi profesi. Standar kompetensi ju-
ga ditetapkan oleh menteri (Pasal 197
Ayat 3). Padahal, sejatinya, kompetensi
is dan profesional
kolegium.
kah seo-
kompeten atau tidak: bukan
. Sedemikian jauh pengambil-
kompetensi o ini hingga penge-
lolaan pendidikan atau pelatihan ber-
kelanjutan lewat satuan kredit profesi
Juga dilakukan oleh menteri dan pemda.
Tni anch. Di negara-negara lain, wewe-
nang L\,n}\,!ung;',‘n an pendidikan |
kelanjutan N Organ
srovidor; m.km pemerinta
lain, pada Pasal 239 RUU ini.
Konsil Kedokteran Tndone: (IKT) her-
tanguung jawals pada menteri. Padahal,
sebelumnya. KKI adalah badan otonom.
independen, dan  bertanggung  jawab
langsung ke Presiden. Penempatan men-
n KKT membuat lem-
i kurang independen
tawarnya melems
um REUTL l-,;l u luas
dan nlaljnl.lsl balas pn]les]ul
ngan peran menter g e bodd)
ML U ini n\eugglrmﬂ

km'nn;, efektif dan efisien. Di s

negara lain, wewenang dan peran bidang
kesehatan dibagi secarn proporsional de-
NN OrgE esi dan pemangka
kepentingan lain. Kue peran dibagi agar
tercipta keseimbangan part
wjung- ujungnya menginduksi
dan inklusi yang menjadi ciri partisipasi
dunia modern.

RULT ini berjalan mundur karena
menteri terlalu jauh mengambil peran
organisa profesi  dan  masyarakat
madani yang seharusnya j elemen
integral pembangunan kesehatan ne-
gara
“Bendera merah™

Munculnya protes terhadap RUTT Ke-
sehatan menjadi wal adanya ketidak-
beresan am  proses pembuatannya.
Alih-alih jadi benang merah, RUU ini
Justru sangat mungkin menjadi bendera
merah (red flag); mengandung ketidak-
teraturan dan masalah, serta berpotensi
mendegradasi sistern.

Pembuatan T yang akan  meme-
ngaruhi efek hidup orang banyak, apalagi
terkait kesehatan, mestinya melibatkan
1if pemangku kepenljnbdjl yang
apat dan concern mereka perlu
arkan dan dipertimbangkan. Ko-
ini tak boleh pan artinya
ya menggandeng pihak yang seben-

F sip .mpar:mma_« d.m obyek-

3 igar U7 ini
obyeklif, dan

juga tak perlu ter-
gesa-gesa; ak ada unsur urgensi
tuk dd..ebul Prinsip-prinsip ini perlu
ga. Bila tidak, be: kemungkinan
RUU Kesehatan ini akan bernasib sama
dengan UTT Cipta Kerja yang kini di-
anggap cacat formil dan inkonstitusional
oleh Mahkamah Kons
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